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Penelitian ini  dilatarbelakangi oleh  keberadaan BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) sebagai gambaran dari semangat otonomi desa yang
diperjuangkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat desa
untuk turut serta aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
pembangunan dan pengelolaan desa. Namun, dalam proses pemilihan BPD terjadi
problematika yang mana dalam prosesnya berjalan tidak sesuai prosedur
sebagaimana dalam Kemendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa dan Undang Undang No. 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas
Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana dalam peraturan
tersebut pemilihan dilaksanakan secara demokrasi yang kemudian berdapak pada
implementasi dari kewenangannya, diantara 3 kewenangan BPD hanya 1 yang
terlaksana, yakni kewenangan dari BPD dalam membahas dan menetapkan
anggaran desa, terkait menyerap aspirasi serta pengawasan anggota tidak terlaksana
secara maksimal..

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa rumusan masalah
diantaranya 1) Bagaimana Problematika Proses Pemilihan BPD di Desa Besuki
Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek 2) Bagaimana kendala utama yang
dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengimplementasikan
kewenangannya dalam tata kelola pemerintahan desa di Desa Besuki Kecamatan
Munjungan Kabupaten Trenggalek. 3) Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah terhadap
kewenangan serta proses pemilihan Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa
Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian tentang menggunakan
pendekatan Yuridis empiris, dimana implementasi tugas tenaga pendamping lokal
desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif figih
siyasah dan hukum positif pendekatan ini cenderung mengarah kepada metode
penelitian secara deskriptif (berupa kata-kata tulisan).

Adapun hasil penelitian ini ialah 1) Dalam Proses pemilihan terjadi
problematika dalam pemilihan secara prosedural yang mana tidak sesuai dengan
peraturan yang diatur, sehingga pemerintah desa menggunakan kewenangan
dekeresi untuk mengatasi hal tersebut. 2) kendala utama dari implementasi
kewenangan dari BPD ialah ketertarikan akan BPD berkurang dan Fasilitas untuk
BPD masih belum memadai serta adanya ketidakpahaman Anggota BPD dalam
tugas dan Fungsi. 3), Implementasi dari kewenangan dan proses pemilihan BPD
tidak terlaksana sesuai dengan Figih Siyasah yang mana dalam Figih Siyasah
menekankan terkait Syura dan Demokrasi.
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This research is motivated by the existence of the BPD (Village Consultative
Body) as an illustration of the spirit of village autonomy which is fought for in order
to provide opportunities for village communities to actively participate in decision-
making processes related to village development and management. However, in the
BPD election process there were problems where the process did not follow the
procedures as stated in the Ministry of Home Affairs No. 110 of 2016 concerning
Village Consultative Bodies and Law No. 3 of 2024 second amendment to Law no.
6 of 2014 concerning Villages where in the regulation elections are carried out
democratically which then has an impact on the implementation of its authority, of
the 3 BPD authorities only 1 is implemented, namely the authority of the BPD in
discussing and determining the village budget, related to absorbing the aspirations
and supervision of members which is not implemented maximally..

In this research, researchers used several problem formulations including 1)What
are the Problems with the BPD Election Process in Besuki Village, Munjungan
District, Trenggalek Regency ) What are the main obstacles faced by the Village
Consultative Body (BPD) in implementing its authority in village governance in
Besuki Village, Munjungan District, Trenggalek Regency. . 3) What is the Figh
Siyasah review of the authority and election process of the Village Consultative
Body (BPD) of Besuki Village, Munjungan District, Trenggalek Regency.

This research method uses research using an empirical juridical approach, where
the implementation of the duties of local village assistants in improving the quality
of development in underdeveloped villages from the perspective of Islamic
jurisprudence and positive law. This approach tends to lead to descriptive research
methods (in the form of written words).

The results of this research are 1) the main obstacle to implementing the authority
of BPD is that interest in BPD is decreasing and facilities for BPD are still
inadequate and there is a lack of understanding of BPD members in their duties and
functions. 2) The village government's lack of understanding in forming the BPD
and not paying attention to the procedures for forming the BPD is a problematic
factor in the BPD selection process. 3), The implementation of the authority and
the BPD selection process is not carried out in accordance with the Siyasah Figh,
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which in the Siyasah Figh emphasizes the relationship between Shura and
Democracy.
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